SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN
2019 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada beberapa
ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi saat ini, sehingga Peraturan Walikota dimaksud
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tunjangan Perumahan dan
Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019
tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN
2019 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2019 tentang
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 83) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4
(1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp.14.720.000,00 (empat belas juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah);
b. Wakil Ketua sebesar Rp.11.339.000,00 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh
sembilan ribu rupiah); dan
c. Anggota sebesar Rp.10.074.000,00 (sepuluh juta tujuh puluh empat ribu
rupiah).
(2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah

termasuk pajak.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 7

(1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan
standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas
jabatan, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional
kendaraan.

(2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih
dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan
sebesar Rp.8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum termasuk pajak.

(5) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditinjau setiap tahun.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 73
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